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PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 6 TAHUN 2001

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN
AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b.

GUBERNUR JAWA BARAT

bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, dinyatakan bahwa Pajak Pengambilan dan
Pamanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan merupakan
jenis Pajak Propinsi;

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak
dimaksud path huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Propinsi Jawa Barat (Berita Negara, Tanggal 4 Juli Tahun
1950);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967/ tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun
1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3046);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 198]] tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Jo. Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984 );

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3691);

Peraturan_Pemerintah _Nomor 25 Tahun_ 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 ,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997
tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan
Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak
Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan
Air Bawah Tanah;

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2
Seri D);

peraturan_Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun Z200(
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);

Peraturan_Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2001]
tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa
Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C).
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Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH
TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Daerah yang termasuk wilayah Propinsi Jawa Barat yang telah
mengalami perubahan dengan terbentuknya Propinsi Banten berdasarkan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

Dinas adalah Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Pajak
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang
selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Air Bawah Tanah adalah semua Air yang terdapat dalam lapisan pengandung air
di bawah permukaan tanah, termasuk mats air yang muncul secara alamiah
diatas permukaan tanah.

Air Permukaan adalah Air yang berada di atas permukaan Bumi, tidak termasuk
air laut.

10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah

surat pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi besarnya jumlah Air Bawah
Tanah dan/atau Air Permukaan yang diambil dan/atau dimanfaatkan Waijib Pajak
dalam suatu masa pajak.
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Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat
Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB

adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang,

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya

sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB,

adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak

seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah
surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada
suatu saat dalam masa pajak dalam Tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,

Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah
dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma,
Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun,
Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.

Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas
Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan
pajak.

Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat
keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD.

Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat
keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN,
atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh Wajib Pajak.
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BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WMIB PAJAK
Pasal 2

Dengan Nama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan dipungut Pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan/atau Air Permukaan.

Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah :

a. Pengambilan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan;
b. Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan;
c. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan.

(2) Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :

a. Pengambilan atau Pemanfaataan atau Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

b. Pengambilan atau Pemanfaatan atau Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan untuk kepentingan pengairan
pertanian rakyat;

c. Pengambilan atau Pemanfaatan atau Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah dan/atau Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga;

d. Pengambilan air untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya
kebakaran dan untuk keperluan penelitian serta penyelidikan yang tidak
menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan
pengairan beserta tanah turutannya.

Pasal 4

(1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau
memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau
air permukaan.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau
memanfaatkan atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau
air permukaan.

(3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :

a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya, atau ahli
warisnya;
b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.
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